BAB II
TINJUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu bagian yanghgesdilam suatu
penelitian, karena memiliki fungsi menjelaskan ldidkan atau posisi
penelitian. Dengan demikian penelitian yang akdakdkan merupakan
kajian atau perkembangan dari penelitian yang sefgla pernah
dilakukan. Sejauh hasil penelusuran peneliti, bejpennah ditemukan
tulisan yang spesifik dan mendetail yang membadmatsang masalah yang
berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengarutkaii Siri. Akan
tetapi penelitian yang berkenaan dengan faktolefagerkawinan, nikah
sirri maupun kedudukan anak dalam nikah sirri Haillitatif maupun
kuantitatif yang pernah di kaji oleh peneliti laiang mempunyai relevansi
dengan skripsi yang peneliti bahas di antaranybda

1. Buku yang berjudufHukum Islam di Indonesia’karya Ahmad

Rofig, pada bab VII perihal “Pencatatan Perkawirtam Akta

Nikah” dijelaskan bahwa sejak diundangkannya UUINbahun

1974, merupakan era baru bagi kepentingan uman Iglaisusnya

dan masyarakat Indonesia umumnya. Pencatatan peg@w

seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telabsihlisasikan

selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih disasadanya

kendala yang berkepanjangan. Hal ini terjadi karse@agian

masyarakat muslim masih ada yang memahami Kketentuan

perkawinan lebih menekankan pada perspékiih sentris yaitu



perkawinan yang hanya memenuhi syarat dan rukunumen
ketentuan figih tanpa pencatatan.

. Skripsi yang berjudu Nikah Siri Dan Akibatnya Terhadap
Kejiwaan Anak Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten bema
disusun oleh Dewi Durotun Nasekhan tahun 2009. rDadkripsi
tersebut tidak hanya menjelaskan tentang kejiwaak akibat dari
nikah sirri, melainkan juga mnggambarkan alasaamgirri yaitu
karena takut melakukan perbuatan zina dan karema hafsu.

. Skripsi yang berjudul:Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undangadgd
Pokok Perkawinauisusun oleh Ading Sababa Tahun 2006. Kawin
siri ialah kawin yang masih dirahasiakan, artinyalum
diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan igdlam
kalangan terbatas, di muka Pak Kiyai atau tokohmegatanpa
kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak menslikat nikah
yang resmi. Kawin siri dilakukan tentu ada sebalbinykin umur
kedua calon mempelai masih belum cukup. (Menurutiddg-
Undang Perkawinan, wanita minimal berumur 16 taldam pria
minimal 19 tahun (Pasal 7 Ayat (1) ), atau mungida sebab lain.

. Skripsi Chariroh yang berjuddidktor yang mempengaruhi tingkat
perkawinan dan perceraian suami istri usia mudaigbKasus di
Desa Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten PasuruBimpana
pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa faktoefaktang
mempengaruhi tingkat perkawinan adalah faktor ekono

pendidikan dan kebudayaan.



5. ( Sumber: Wacana narasumber di lapangan K37- Baag)

menjelaskan kisaran biaya pernikahan untuk:

* Biaya pencatatan nikah Rp. 30.000.

* Biaya lain-lain oleh pengantin (biaya berfariasi).

» Kupon infak Bazda Banyumas Rp. 8.000 (untuk dua pedan).

* Buku keluarga muslim terbitan BP4 Rp. 5.000.

e Sumbangan "SYUKURAN" untuk KUA.

* Administrasi Kepala Desa

* Administrasi desa dan lingkungan RT/RW.

e Administrasi dan transport P3N.

» Transport untuk P2N atau Penghulu Nikah.

* Pemeriksaan kesehatan pra nikah.

» Biaya dispensasi Kecamatan bagi pendaftaran nilkedmk dari 10

hari.

Dengan mencermati uraian tersebut, belum ada yasgyebutkan
sama persis dengan judul yang peneliti tulis. Peasa dari judul diatas
dengan judul yang peneliti tulis adalah nikah sian sedikit. Sedangkan
perbedaannya dengan judul yang peneliti tulis &dé&&tor-faktor yang
mempengaruhi nikah sirri.

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhipta@n Tuhan
yang bertujuan untuk berkembang biak dan menerusigtorunart.
sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia gurlangsungkan

hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam mengaajurkintuk

Him 13.

! Effi Seriawati,Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang BenBandung: Eja Insani 2005.



melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatidam berbagai
ungkapan dalam Al Quran dan Al Hadits. Hal inis@sdengan Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwaerkawinan
menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akend) ysangat kuat atau
mitsagaan ghalidzanntuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadalf"Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu
kiranya penulis jelaskan terlebih dahulu tentanggpetian perkawinan
baik secara bahasetifnolog) maupun secara istilate¢minolog).

a. Perkawinan dalam llmu Figih menggunakan kata nikaimg
berasal dari kata nakaha”, “yankihu” atau “nikahan” yang
berarti kawin atau mengawihi. Dalam bahasa Indonesia
perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memilikirti
membentuk keluarga dengan lawan jéniddenurut ulama
golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikalbérarti akad
dalam arti yang sebenarnya (hakiki)berarti jugaukirttubungan
kelamin, namun dalam arti tidak sebenarriparkawinan menurut
hukum Islam merupakan akad, yaitu suatu perjanyiamg kuat
(mitsagaan ghalidzarf) sebagaimana yang terdapat dalam surat
An-Nisa’ ayat 21:

OO FONUHE  2OFCHYE  a&MHNORROML e
XD D o C>ORNEXN

“Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat”

2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): PenaPustaka.

8 Kamus Arab-Indonesial-Munawwir 1997 him:1461.

4 Abd.Rahman Ghazalfigih Munakahat Jakarta: Kencana 2003, him 7.

® Amir Syarifudin,Hukum Perkawinanislam Di Indonesia antara Figh Mikalaat Dan
Undang-Undang Perkawinadakarta:2006, him 37.

® Effi Seriawati,Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang BenBandung: Eja Insani 2005.
Him17.



Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetasyara’ untuk
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki depgeempuan dan
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan diakésaki.”

Menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekaadadah akad.
Sedangkamvathi’ sebagai arti kiasan atau majasfya.
a) Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa nigfiantara lain
adalah:

* Menurut Pendapat Abu Yahya Zakariya Al-Anshary peikan
adalah: Nikah ialah akad yang mengandung ketentakum
kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikahdetagan kata-kata
yang semakna dengannya.

* Menurut Pendapat Zakiah Darajat perkawinan adafdtad yang
mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan aettengan
lafadz nikah atau tazwij atau semakna denganarakeya.

* Menurut Pendapat Sudarsono (1992, h. 188) bahwasegir hukum
Islam Pernikahan merupakan akad suci dan luhuraid&i-laki dan
perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai istramian di
halalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk rpandeluarga
sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan salearggantuni.

* Menurut pendapat Sayyid Sabiq, perkawinan adalah :

Suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraamnaastwiami
isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh AR

Para ulama memerinci makna nikah ada empat macim'ya

" Abd.Rahman Ghazalfigih Munakahat Jakarta: Kencana 2003, him 8.

8 Imam Tagiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-HusaihiH&m ad-Damasyqi asy-
Syafi'i, Kifayatul AkhyarJuz 2, Semarang, Toha Putra, him. 36.

® Abd.Rahman Ghazal¥igih Munakahat Jakarta: Kencana 2003,, him 8.

19 sayyid SabigFigh al-SunnahBeirut : Dar al-Fikr, Juz I, him 7.
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1. Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya daartikan
percampuran suami istri dalam kiasan.

2. Nikah diartikan percampuran suami istri dalam agbenarnya dan
akad yang berarti kiasan.

3. Nikah lafadzmusytarakmempunyai makna dua yang sama).

4. Niakah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) daal-
ikhtilath (percampuran).

Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah di ucapbada dua
makna yaitu pernikahan dan hubungan intim antaeamstustri. Dalam
pengertian majas orang menyebut nikah sebagad dikarenakan agad
sebab diperbolehkan senggama. Nikah dalam veath’'a (senggama)
sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah28@::

OREe” O=Q ¢0Y KXo o AVpe@#EC R0
RAXIGERr e R OO0 Or=2¢<= OIS

SR ¢ C€EmneO0r0XxNN AGTrORN®

s ¢CRY oo A r DR HC
O P o NOR &7 OMEd $N

QO Ao OCre QRO Fo ADEYE 604740

* P I ANOO<CORKE & BNOOEFEORG

* 6 S COOCORN A EoEig, = 60
5320+ W 6 O& BB 20O®=RO

IR ¢QACORHTD 40

11 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyevitas,Figh Munakahat,
Jakarta, Grafika Offset, 2009. HIm: 38.



“Kemudian si suami mentalaknya (sesudah talak yleedua) maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga diawin dengan suami

yang lain”. (Q.S. al-Baqarah : 238)

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah yatirat an-Nur ayat

32

EOREOCEBFT Do I B -U<@EROL SO
SIINE ¢xvVQRRECOD W -0 HAEBCRE
AEDZB* Lo ¢EROGOD FHAGN 0o TN
L TP X 1O & B-A€UESG SANE)
DRI Hee TRE +50F RERDQENSRO

GO SHORNEHON AAGNROOD + 7o -0

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diardakamu dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-handanayamu yang

lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan”. (Q.SNan: 32).

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam islam semata-mata sebagai huburgan
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunilgiibadah'® Islam
menganjurkan adanya sebuah perkawinan, karenarigporg/ai pengaruh
yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dé&rge umat manusia.
Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadiia,m

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup marsesia memelihara

12 Departemen Agama RAl-Qur'an al-Karim dan Terjemahny&emarang : CV. Toha
Putra, 1996, him. 28.
13 Ahmad RofigHukum Islam di Indoneasi Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998. Hal. 69.
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nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunheberapa
cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu fsupae nabi dan
petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokkbht tauladan yang
wajib diikuti jejaknya. Firman Allah :
*X€ExRrVO ¢ @ CoHBR®RIOOL] $0+Qvwed
o JCL AL ke 4N I[N RAP YA T HE
CO*0EB 2020600 AIIOCeON»OL] J2€00=
QO =000 W #)AKED o ¢80 g
XAN¢) SO ¢ *x N QORI 4B
F M =75, v * Lo P O NHN RN
GRS P AP 9dNE =AY O
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapailRabhelum
kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteritistan keturunan.
Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkesuetu ayat

(mu’jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiappt masa ada Kitab

(yang tertentu)(Ar-Ra’d:38).”

Terkadang disebut sebagai karunia yang baik, firal&h

SIOHE 27Eve o=wEIRY  + o 60

AQIIO @O~ AEHEAF[O> A0
ST HE 2AEvw ~R>RY e
L 232 € = L 2 Re AR du ISt 5Tm [N

HXITQYHE E7E LR e060 CONOKARNOEO

14 Depag,Al Quran dan Terjemahanny&emarang: PT. Karya Thoha Putra 1995.
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g 0.6 OOZB 2RO A D w@a F

$HORCYER'RE PO 200N Wwa o NSO

a2 0 * P oS 0.6 A0 DN.CR= 60

& IS ¢)ORO> ASEGO

Artinya: Allah telah menjadikan bagi kamu isterieg dari jenis
kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteridiskamu itu anak-anak

dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baikb4Q.S. an-Nahl :

72).

Xdm [8] R @AV G ZZIJANOX ]
OOV IO0M e I ON* BHXUNDQ0N0D &
28 HODC ) BILECr GED o a0
0O rees QAL BOQHE W I HILQHE
PR B HACEHVOO0 RHEOmE->He0
B0, 00D Xdm AN ChesSHGNE
J&EMEHOE 68 OO OORCYEOEw
AEQwE+@ gl JAE2EREORAOr L]
G BX-UAWARD ¢ & -+ O - @Ok ©LL
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku aeithadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininye)ka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tigataempat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, mgkawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demiku adalah lebih

dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisa’: 3)
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Kata hukum dalam perkawinan memiliki dua maknauyit

1. Pada sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib, hasammah, makruh,
dan mubabh.

2. Buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu merayar@’, seperti
jual beli adalah memindahkan pemilikan barang &rgepada pembeli
dan hukum sewa-menyewa adalah pemilikan penyewa pahfaat
barang yang disewa.

Dan menurut pendapat ulam’ syafi'iyah asal hukurkahiadalah
mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haramamuh'®

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkaadseb kondisi
mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannyaupna dari segi
kemampuan hartany&.Perbedaan itu lahir karena berbagai faktor yang
terjadi pada mukallaf, antara lain:

1. Melakukan perkawinan hukumnya fardhu

Hukum nikah fardhu, pada kondisi seseorang yang puabagi
orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuak gawin
dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatara Zeandainya ia
tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagng tersebut
adalah wajib®

2. Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

5 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab SayyeavitasFigh Munakahat,
Jakarta, Grafika Offset, 2009. HIm: 43.

16 Abd.Rahman Ghazalfigih Munakahat Jakarta: Kencana 2003, him 18

" Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyeavitas Figh Munakahat,
Jakarta, Grafika Offset, 2009. HIm: 44

18 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyeavitas Figh Munakahat,
Jakarta, Grafika Offset, 2009. HIm: 43
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Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuiuk un
melangsungkan dan melaksanakan perkawinan, tedégi kdak kawin
tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukuralakukan
perkawinan bagi orang tersebut adalah sufhah.

3. Melakukan perkawinan hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak
mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk kesglakan
kewajibankewajiban dalam rumah tangga, sehingga bilapa
melangsungkan perkawinan akan terlantarkan diridga istrinya,
maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersatalah haram.

4. Melakukan perkawinan hukum makruh

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan
jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun relsangat
mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sghirglau dia
kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup headidan anak-
anaknya, maka makruh baginya untuk kawin.

5. Melakukan perkawinan hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakuwkan
tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatarakerbuat zina dan
apabila melakukannya juga tidak akan menelantaidtain Perkawinan
orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhin&agan bukan
dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan merkéiuarga
sejahtera.

» Menurut pendapat Ramayulis (2001, h. 18)

19 Abd.Rahman Ghazalfigih Munakahat Jakarta: Kencana 2003, him 19
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Nikah merupakan dasar pembentukan masyarakat, perlu

memperhatikan hukum nikah dengan melihat kondisi kdeadaan dari
seseorang yang akan melakukan perkawinan, baik dagi
kesanggupan fisik maupun dari kesanggupan matseishgai akibat
yang timbul dari pernikahan tersebut.

» Hadikusumo (1990, h 25)

Beliau mengemukakan bahwa sebagian ulama mengatéiam itu
hukumnya sunnah, namun apabila seorang merasa ted@tumus ke
dalam perzinahan dan telah mampu melaksanakarayiedkn, maka
hukumnya wajib, dan perkawinan menjadi haram hulk@mapabila
seseorang dengan sengaja tidak memberi nafkahbsiki nafkaah lahir
maupun batin.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusigang perlu
mendapatkan pemenuhan. Manusia diciptakan Allabkuntengabdikan
dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segaldfitagt hidupnya.
Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluatodisnya. Allah
mengatur hidup manusia termasuk dalam penyalumiodisnya dengan
aturan perkawinan. Sehingga kalau disimpulkan agia tdjuan orang
melangsungkan perkawinan. Tujuan pertama adalahemam petunjuk
agama dan tujuan kedua ialah memenuhi naluri mawirsya.

Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan urdraam al-
Ghazali dalam lhya-nya tentang faedah melangsunpg&egdawinan, maka
tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjaai Jiyaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
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2. Memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) ukunt
menumpahkan kasih sayang.

3. Memelihara diri dari kerusakan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk memperoleh hartay&akayang
halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat tentram
atas dasar cinta dan kasih sayahg.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan patgatu tentang
tujuan perkawinan tersebut diatas.

Tujuan pertama, ialah mendapatkan dan melangsungikamnunan.
Dengan adanya keturunan kehidupan suami isterindalanah tangga
akan memperoleh ketenangan, ketenteraman dan lgaaharumah
tangga, sehingga rumah tangganya menjadi kokohk Amerupakan tali
pengikat kelangsungan hidup rumah tangga. Dan @aisnya keturunan
juga membuat rumh tangga kandas.

Tujuan kedua ialah dapat bersenang-senang dengangam karena
sudah ada ikatan. Dimana jika melakukan hal tets&impa ada ikatan
tidak akan mendapatkan keharmonisan dan tanggumabjgang layak,
kerana disandarkan kepada kebebasan yang tidakiikigrairma. Dengan
perkawinanlah membebaskan cinta dan kasih sayaragasbarmonis dan
bertanggung jawab.

Tujuan ketiga ialah dengan perkawinan manusia bexbeari nafsu

yang dilarang. Dimana nafsu yang ada pada setiausraidentik untuk

20 Abd.Rahman Ghazal¥igih Munakahat Jakarta: Kencana 2003, him 24
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mengajak kearah negatif yang menimbulkan kerusdd@k bagi diri
sendiri maupun oarang lain.

Tujuan keempat ialah menjadikan manusia yang i beratkan
kepada laki-laki. Dimana laki-laki akan berusah@apu mungkin untuk
mencari harta demi keluarga dan harta yang dit¢aripun yang halal
karena tak mau jika keluarganya akan tersesat.

Tujuan kelima ialah dimana manusia tidak mampu igendiri
karena manusia juga disebut makhluk sosial yangbunarkan bantuan
orang lain. Dan dengan adanya perkawinan akanrterbeasa sosial yang
timbul dalam keluarga danmelebar dimasyarakat yarmgnimbulkan
keharmonisan bersama.

2.1.3 Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika gverkan itu
telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan mylusesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. y&#hh sesuatu
pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Akamitéidak termasuk
salah satu bagian dari hakikat pernikahan.

Rukun vyaitu sesuatu yang mesti ada yang menentskhAndan
tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatuerasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pe#imgdaki-laki atau
perempuan dalam perkawin@nSyarat yang dimaksud dalam pernikahan

ialah suatu hal yang harus ada pada saatnya, baiipd akad itu sendiri

21 Abd.Rahman Ghazal¥igih Munakahat Jakarta: Kencana 2003, him 46.

14



maupun dasar-dasar rukun sehingga jika ditinggdikgebagian dari
syarat maka rukun dianggap tidak terperféhi.

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukkehnian setiap
rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yangshada pada tujuan
tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu adergatu rangkaian
artinya saling terkait dan melengkapi.

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disddlam
Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikathkémva perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanyakeéaercayaannya
itu.>>Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksanakad nikah
dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sanga¢mukan untuk
sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah dendanya rukun
perkawinan. Para jumhur ulama sepakat bahwa ruktkwinan itu terdiri
atad*:

I. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelaiteva
Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adatzdgséeberikut :
a. Calon mempelai pria

1. Beragama Islam

2. Laki-laki

3. Jelas orangnya

4. Dapat memberikan persetujuan

5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

22 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyeavitas Figh Munakahat,
Jakarta, Grafika Offset, 2009. HIm:

2 Departemen Agama Rlndang-Undang No. 1 Tahun 1974

24 Abd.Rahman Ghazal¥igih Munakahat Jakarta: Kencana 2003, him 46
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1) Beragama Islam

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuannya

5) Tidak terdapat halangan perkawinan Antara kegdrarus ada
persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilatnidedam keadaan
pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan.

II.  Kewajiban membayar mahar atau mas kawin. Mahar euas kawin
dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yaagis dibayar
oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai itaarHal ini
sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-bysd 4 :

Q75 BOQHE W@ F F-0> 07760
SR em G HieN0Q0T OB &GFOO QRO
€O CUXE (AR XI*x TR JEAEw €x0oC
o) HONCALE €RO=>H7E«wc o FOSHER
&P o X HAOBZ OO
“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yaragnki nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudiaka |
merekamenyerahkan kepada kamu sebagian dari ma# klawdengan
senang hati maka makanlah (ambillah) pemberiansebagai makanan)

yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisa)?2

lll. Adanya wali dari pihak penganti perempuan.

% Depag,Al Quran dan Terjemahanny&emarang: PT. Karya Thoha Putra 1995.
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Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorarigatea
wakil yang akan menikahkannya. Ada beberapa syaratk laki-laki
menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil daniga?® Berbicara
tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategang
membedakan kedudukan serta kewenangan sebagayaati;

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungarhddeagan

calon pengantin wanita baik vertikal maupun horiabn
b. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa lyarvgenang
dalam bidang perwalian, biasanya penghulu ataugpsetdain dari
Kantor Urusan Agam#.

IV. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua osdsgy&ang
menyaksikan nikah tersebut.

V. Harus ada pengucapan ijab dan gabul yang dimaksodad ijab dan
gabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagduskatan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan secarayaady diucapkan
dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. djalbul ini juga
disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilakkanadalam suasana
hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) danwdifa oleh calon
suami secara tegas dan jelas dengan menerima )gabul

2.1.4 Pengertian Nikah Siri

26 Ahmad Rofig, Hukum Islam di IndonesiaJakarta : Raja Grafindo Persada, 1995,
him.71.
2" R. Abdul JumaliHukum IslamBandung : CV. Mandar Maju, 1999, him. 88.
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Nikah siri ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum
diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan gatam kalangan
terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tdmbeadiran petugas
KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yaegmi. Dalam Pasal 2
ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun I1@tgaskan
bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratu@erundang-
undangan yang berlaku. Menurut Zuhdi (1997, h. )/-bembagi
pengertian nikah sirri menjadi tiga benfiik.

1. Nikah sirri yang diartikan sebagai nikah yang dijsungkan menurut
ketentuan syari’at agama, bersifat intern keluatga belum dilakukan
pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsikahan. Suami
istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suisini karena
istripada umumnya masih anak-anak.

2. Nikah sirri dapat diartikan sebagai nikah yang helmemenuhi
ketentuan syari’at Islam dan sudah dilakukan petaatoleh PPN dan
memeperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifatinkeluarga dan
belum hidup bersama sebagai suami istri karena kinuistah satu atau
keduannya masih menyelesaikan study atau belum geveiep
pekerjaan.

3. Nikah sirri yang diartikan sebagai nikah yang hamyjiangsungkan
menurut ketentuan syari'at Islam kerena terbenemgdn peraturan
pemerintah. Nikah seperti ini dilakukan secara semb guna
menghindari hukum dan yang menjadi motif adalalukimienghindari

zina.

28 Effi Seriawati,Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang BenBandung: Eja Insani 2005.
Him 36
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Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yaiadx tercatat
tidak sah. Dengan demikian karena nilgatni tidak tercatat maka nikah
sirri dalam hukum positif dianggap tidak sah karena talakui negara.

Nikah siri dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai
diketahui istri, faktor biaya, dan lain sebagainyaktor-faktor yang
mempengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan gikersentara tuntutan
untuk menghindari akibat negatinya besar, sangatdesak® Menurut
"hukum Islam”, kalau perkawinan itu sudah mememukun perkawinan,
seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangamumat agama, seperti
bukanmuhrim atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah skan A
tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh gasu pemerintah
(pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undaimglang
Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang kaanidapat
dituntut ke muka Pengadilan atas pelanggarannyad@dacam hukuman
denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayha} Peraturan
Pemerintah No. 9/1975). (Igbal dan Bakri, 1994:)1&®perti diketahui,
menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan: "Réri@n hanya sah
bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya,daaatat menurut
peraturan pencatatan yang berlaku." (Pasal 2 Aygdnl2). Untuk yang
beragama Islam pada KUA, dan yang lainnya padaokdatatan Sipil.
(PP No. 9/1975, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

Nikah siri yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadieno
masa kini, timbul dan berkembang diam-diam padagieh masyarakat

Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri sistem dan cara

2 Ahmad RofigHukum Islam di Indonesidakarta : Raja Grafindo Persada, 1995,
him. 109.
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pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut UndadgAgnNomor 1
Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit &éaima pengurusannya.
Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidakelntangan dengan
ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itueddd dengan istilah
"Penyelundupan Hukum", vyaitu suatu cara menghinddiri dari
persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undkm peraturan
yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkuataatt dnenghindarkan
suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki ataukuntawujudkan suatu
akibat hukum yang dikehendaki (Ramulyo. 2002: 240).
2.1.4 Prosesdan Mekanisme Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'am afaSunnah
tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya petacaperkawinan. Ini
berbeda dengan ayat muamalatudayanah yang dalam situasi tertentu
diperintahkan untuk mencatatnfaSebelum berlakunya UU Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia menggunakan berbdgdum
perkawinan bagi berbagai golongan warga negaraddarait® Hal ini
tercermin dalam UUPerkawinan oleh Negara pada pasatat 2 yang
mengatakan bahwa salah satu syarat sahnya perkaad@@ah jika telah
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanyakeéaercayaanya.
Di negara Indonesia mengatur segala peristiwvat{peagpenting misalnya
kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya shaficatatkari’

Bertujuan mempermudah mengetahui sensus penduduk gda. Dan

30 Ahmad RofigHukum Islam di Indonesidakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998,
him. 107
31 Effi Seriawati,Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang BenBandung: Eja Insani 2005.
Him 30
%2 Neng DjubaidatPencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatdakarta
:Sinar Grafika 2010 him. 214
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dalam pencatatan perkawinan ini juga berguna b#wmkgpihak yang
melaksanakan suatu perkawinan, dimana jika dikeamutlari ada salah
satu pihak yang merasa dirugikan bisa menuntutkpibesebut. Karena
itu, orang memerlukan surat kawin untuk menghormledid ini dan untuk
menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggeean sangkalan
dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan gramggkin timbul.

Atas dasar pemikiran ini maka dapat diketahui ketpentingnya
pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawindnjb&n agar terwujud
suatu kepastian hukum. Dengan demikian maka pdaoatserkawinan
merupakan persyaratan formil sahnya perkawinang®eaemikian maka
suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurndiglak dicatatkan pada
pegawai pencatat nikah yang berwenang. Dalam hakiianya dapat
dipetik dari kaidah figh yang berbunyi :

Lo Yl ol W) 4y 948 caal g
“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jikiaKi disertai

tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wagida”.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksigterksiwinan
secara yuridis formal diakui. Dengan demikian makatu perkawinan
dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarad, yai
1. Telah memenuhi ketentuan materiil, yaitu telah kdiken dengan

memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu tetidatatkan pada

Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
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Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikR&gawai
pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikafsebut kepada
masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti reffegawai pencatat
nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikapat dikenakan
sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan doriedia, akta nikah
adalah bukti otentik suatu perkawinan ia memilikenfaat sebagai
jaminan hukum apa bila salah satu dari suami isenyimpang>® Akta
Nikah disini mempunyai fungsi sebagai alat buktiekea memang sejak
semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti. Deamikiula halnya dengan
akta cerai dan akta rujuk. Pencatatan perkawinsmndaelaksanaannya
diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan PeraturarieideAgama Nomor
3 dan 4 tahun 1975 bab Il pasal 2 ayat (1), PP Md®ntahun 1975,
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsong&amenurut
agama lIslam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebaga dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954, tentanga®atan Nikah,
Talak dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkatertikean
perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suaflyauyang diatur
melalui perundang-undangan, untuk melindungi mattatan kesucian
perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalehidikpan rumah
tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibaktildengan akta
nikah, yang masing-masing suami isteri mendapahasalya, apabila
terjadi perselisihan atau percekcokan diantara kaeegau salah satu tidak

bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukayaihukum guna

33 Ahmad RofigHukum Islam di Indonesidakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998,
him. 116
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mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-gnasfarena

dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukéntik atas perbuatan

hukum yang telah mereka lakuk#n.

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukusiam
menjelaskannya dalam pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyardktdm, setiap
perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) @#akoleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undangagndamor 22
tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yeemyebutkan :
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiapapaénian harus

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasaatpéndah

2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegpermgatat nikah
tidak mempunyai kekuatan hukuth.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mangantang
pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa peanatrsebut adalah
syarat administratif. Artinya perkawinan tetap dedrena standar sah dan
tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-normaregdari pihak-ihak
yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawdisgur karena
tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempuslaiatan hukum.
Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihalelalaikan

kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukgaya hukum,

34 Ahmad RofiqHukum Islam di Indonesidakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998,
him. 107

% Neng DjubaidatPencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatdakarta
:Sinar Grafika 2010 him.209-210.
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karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan dilerdari perkawinan
yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikiarientangan
dengan misi dan tujuan perkawinan itu serfiiriSeperti diketahui
pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegia baik yang
dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanyau ataakilnya
diberitahukan kehendak melangsungkan perkawinanadepPegawai
Pencatat Perkawinan (pasal 3 dan 4 PP). selanjiRegmwai tersebut
meneliti apakah tidak terdapat halangan menuruaogrdindang.

Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukpasal 5 dan 6
PP) ini. Apabila ternyata dari hasil penelitian i@rdapat halangan
perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yaipgridkan maka
keadaan itu segera diberitahukan kepada calon niamagau kepada
orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) BiR pemberitahuan
itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syamag diperlukan
serta tidak terdapat halangan untuk kawin, makaaweg pencatat
membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendi@ngsungkan
perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapklam menempelnya di
Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum.ufangan serupa
itu juga dilakukan di Kantor Pencatatan yang dadnakumnya meliputi
tempat kediaman masing-masing calon mempelai (@asain penjelasan
pasal 9 PP).

Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat diaggan
setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebagal(pl0 PP).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempd@pada pihak

%6 Ahmad RofigHukum Islam di Indonesidakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998,
him. 112
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ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pamegerkawinan

itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tetseigiak dapat

dilangsungkan karena terdapat halangan atau badieta satu pihak tidak

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawipasal 13, 14,

15 dan 16 Undang-undang).

Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepadgaa#an dalam
daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsamgkiengan
memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat padg gilirannya
memberitahukan hal itu kepada para calon memppésal 17 Undang-
undang, huruf 12). Dengan memperhatikan tata cama ketentuan
perkawinan menurut hukum, agamanya dan kepercayaaitm maka
perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencp&kawinan,
kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleti wikah dalam hal
perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penandaten tersebut
juga dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Perkawinan yang bersangkutan. Dan dengasasya
penandatanganan tersebut, maka perkawinan telahtaersecara resmi
(pasal 11 PP). Secara lebih rinci, Peraturan PeatabriNomor 9 tahun
1975 Bab Il pasal 2 menjelaskan tentang pencafegte@@winan :

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsunggekawinannya
menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai petcsg¢dagaimana
dimaksudkan dalam UU no 32 tahun 1954 tentang petacanikah,
talak dan rujuk.

2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsunggekawinannya

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain aagsiam,
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dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pad#okaatatan sipil
sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-genadanengenai
pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yangsueh berlaku
bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkdmadse peraturan
yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan ukitak sebagaimana
ditentukan dalam pasal 9 PP ini. Lembaga pencatptkawinan
merupakan syarat administratif, selain substansingdujuan untuk
mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupanfaat yang
sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan geakawinan.
Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan, ya&nfaat preventif
dan manfaat represif.

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu unitn&nanggulangi
agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangaaorran syarat-syarat
perkawinan, baik menurut hukum agama dan keperoayaaitu, maupun
menurut perundang-undangan. Dan dalam bentuk ketrgla,
penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosegdung diatur dalam
pasal 3 PP No. 9 tahun 19%4.

2.2 Landasan Peneliti Terdahulu
I. Skripsi yang berjudul:Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undandadg
Pokok Perkawinauisusun oleh Ading Sababa Tahun 2006. Kawin
siri ialah kawin yang masih dirahasiakan, artinya belum

diberitahukan kepadaumum. Biasanya dilakukan ijab dalam

87 Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesialakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998,
him. 114
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kalangan terbatas, di muka P#&kai atau tokoh agama, tanpa
kehadiran petugas KUA, dan tentu siglak memiliki surat nikah
yang resmi. Kawin siri dilakukan tentu adebab. Mungkin umur
kedua calon mempelai masih belum cukg@@lenurut Undang-
Undang Perkawinan, wanita minimal berumurtaBun, dan pria
minimal 19 tahun (Pasal 7 Ayat (1) ), atau mungidiasebab lain.
Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudalemenuhi
syarat-syarat perkawinan, seperti wali, ijab kaluan tidakada
halangan menurut agama, seperti bukamrimatau lainnya, maka
perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, katdaleukan tidak
disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA)akan
perkawinan itumelanggar Undang-Undang Perkawinan. Baik yang
mengawinkanataupun yang menikah dapat dituntut ke muka
Pengadilan Negeri atagelanggarannya, dan diancam hukuman
denda setinggi-tingginya RA500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan
Pemerintah No. 9/1975). Sepediketahui, menurut Undang-
Undang Perkawinan dijelaskan: "Perkawin&manya sah bila
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, daatatlic
menurut peraturan pencatatan yang berlaku." (Pagglat 1 dan
2). Untuk yang beragama Islam pada KUA, dan yang lamsgda
kantorCatatan Sipil. (PP No. 9/1975, Pasal 2 Ayat (1) @n

Skripsi karya Tabah Agung Sokayani pada tahun 2080g
berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Mahasis@HN |

Walisongo Semarang)”.Pada skripsi tersebut penekanannya
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tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif @ngnalisis
komparatif disertai motif dan dampak positif maumeygatif dari
pelaksanaan nikah di bawah tangan. Sedangkan olayekditeliti
adalah para mahasiswa sebagai komunitas inteleykang banyak
tahu akan hukum. DalafHukum Islam di Indonesia”karya
Ahmad Rofig, pada bab VII perihal “Pencatatan Pefkan dan
Akta Nikah” dijelaskan bahwa sejak diundangkannyd No.1l
Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingart istean
khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. P&tata
perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2skinéelah
disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai sBaamasih
dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. riiakrjadi
karena sebagian masyarakat muslim masih ada yamgahaeni
ketentuan perkawinan lebih menekankan pada peispkdin
sentris yaitu perkawinan yang hanya memenuhi syarat d&anr
menurut ketentuan figih tanpa pencatatan.

Skripsi karya Farhatul Aini tahun 2009 yang beujudinjauan
Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya Pada
Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupate
PamekasanDalam skripsi tersebut penekanan lebih pada pada
pencarian data mengenai faktor-faktor yang menikayul
terjadinya nikah sirri dan bagaimana dampak yamgpti terhadap
masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kalwupate
Pamekasan. Karena peneliti melihat latar belakakgiymaraknya

nikah sirri Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kaleupat
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Pamekasan. Dah hasil dari penelitian tersebut,lifemenemukan
faktor-faktor yang mempengaruhui antara lain: dgeandari orang
tua, faktor ekonomi dan jenjang pendidikan yang idam rendah.
Dah hasil dari nikah sirri tersebut banyak yang ghesilkan hal
negatif seperti: renggangnya hubungan masyarakatoeni bagi
sang istri dan kedudukan sang anak.

Skripsi Devicha Astria Lubis tahun 2010 yang bewjutfaktor-
faktor yang menjadikan sebab nikah sirri dan akibakum pada
istri dan anak menurut UU NO 1 tahun 2004 (studyukadi daerah
Paya Pasir Kota Tebing Tinggi).Pada sekripsi tersebut
menekankan pada kedudukan istri dan anak. Kedudskatidak
memeiliki kekuatan hukum atau tidak menjadi istang sah
menurut hukum, tidak bisa melakukan perlawanan mukika
suami tidak memberi nafkah dan tidak mendapatkamnisara
Sedangkan anak biasanya garis keturunanya ikuddephibunya,
dan ibunyalah yang mempunyai kewajiban untuk meatafklan
membesarkannya. Namun juga sedikit membahas merfgé&ta-
faktor yang menyebabkan nikah sirri antara: ingiandapatkan
keturunan, ekonomi, hamil di luar nikah dan yanidp lmenarik
mereka kurang peka terhadap UU Perkawinan dan mggga
nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun seq@ama sudah

sah.
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